BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan mediasi

penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau

Alternatif Dispute Resolution).

Pelaksanaan mediasi penal .di Polresta Padang melalui Unit Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPPA) dalam menyelesaian tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga dimulai dengan memberikan saran oleh penyidik
kepada pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya terlebih
dahulu melalui mekanisme mediasi penal, dengan syarat tidak adanya unsur
paksaan dari-pihak manapun. Pelaksanaan mediasi ‘penal ini selanjutnya
dilakukan dalam dua bentuk, pertama penyelesaian dilakukan di luar kantor
UPPA Polresta Padang, para pihak menunjuk sendiri mediator yang berasal
dari tokoh adat maupun tokoh agama. Bentuk kedua penyelesaian
dilakukan di kantor UPPA Polresta Padang dengan menunjuk penyidik

UPPA Polresta Padang sebagai mediator.
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Peran penyidik Kepolisian Polresta Padang dalam melaksanakan mediasi
penal sebagai alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga yaitu sebagai mediator yang bersifat netral. Membantu
para pihak menjalani mediasi penal, mendengarkan keterangan para pihak
dengan diselingi beberapa pertanyaan dan diakhiri dengan pemberian solusi
dan saran agar permasalahan rumah tangga yang terjadi cepat teratasi,
kedua belah pihak dapat berdamai-dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga.
Adapun pertimbahgéh penSIidik daiam menggunakan sarana mediasi penal
sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polresta
Padang yaitu: pertama untuk mempercepat proses penyelesaian perkara,
kedua, menghindari terjadinya penumpukan perkara, ketiga vyaitu
terakomodirnya kepentingan korban KDRT, dan yang terakhir korban tidak

menghendaki kasusnya diperpanjang.

B. Saran

1.

Agar ketentuan tentang mediasi penal ini dapat diatur lebih jelas dalam
suatu peraturan perundang-undangan atau bisa juga dimasukkan ke dalam
rancangan kitap undang-undang hukum pidana:

Agar hasil dari kesepakatan mediasi penal yang dibuat oleh para pihak
mendapat pengawasan yang lebih lanjut dari pihak penyidik selaku
mediator supaya tujuan dari mediasi penal tercapai dan korban dari tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dirugikan.
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